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Para pemimpin negara yang mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah 
menandatangani Kesepakatan Iklim Paris yang menyetujui pendekatan terpadu sepanjang domain 
kebijakan yang sekarang terpisah-pisah. Solusi parsial yang dapat menyebabkan masalah lebih 

besar di tempat lain tidak lagi dapat diterima.
Di sektor penggunaan lahan, sejarah dan lembaga pertanian dan kehutanan memghambat integrasi. 
Agroforestri dapat membantu sebagai konsep penyatu yang menjembatani sektor-sektor dalam 
perspektif lanskap yang bersatu.
Negara anggota ASEAN berkesempatan untuk menggunakan SDG, artikulasi kebijakan iklim, dan 
dorongan strategis baru sektor Pangan, Pertanian dan Kehutanan ASEAN untuk menciptakan situasi 
yang lebih adil. Dengan mengintegrasikan pertanian dan kehutanan sebagai jenis penggunaan lahan, 
fokus dapat dialihkan dari bentuk ke fungsi untuk mencapai tutupan pohon yang multifungsi, dan 
membantu adaptasi, mitigasi, serta jasa lingkungan.

No. Temuan Utama Implikasi Kebijakan

1 “Hutan” dan “kehutanan” diperlakukan 
berbeda dengan “petani” dan “pertanian” 
dalam perundang-undangan, peraturan, 
lembaga, pendidikan, dan aspek-aspek tata 
kelola lainnya. Istilah-istilah ini seringkali 
dilihat saling berlawanan dan bersaing.

Definisi operasional “hutan” penting untuk 
konsep kebijakan, seperti deforestasi, 
penghutanan kembali, dan agroforestasi, 
perjanjian bebas deforestasi, REDD+, dan 
indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2 Di Asia Tenggara, 71% lahan pertanian 
memiliki setidaknya 10% tutupan pohon, dan 
47% memiliki setidaknya 30% tutupan pohon. 
Jika kriteria ekologis dan bukan kelembagaan 
yang lebih dipertimbangkan, lanskap ini dapat 
dianggap sebagai “hutan”.

Pohon merupakan bagian normal dari lanskap 
pertanian, peri-urban, dan urban, menyediakan 
banyak manfaat untuk masyarakat umum. 
Pohon-pohon ini membutuhan dukungan 
kebijakan yang paralel dengan kebijakan 
pengelolaan pohon di dalam hutan.

3 Agroforestri sebagai jembatan antara 
pertanian dan kehutanan telah berkembang 
dari teknologi tingkat plot menjadi 
analisis luas mengenai antar muka 
hutan-pertanian dan transisinya. Konsep 
“pertanian+kehutanan” yang lebih holistik 
dalam kebijakan yang harmonis sekarang telah 
menjadi pilihan yang lebih layak. 

Beberapa negara membuat kebijakan 
agroforestri yang tidak membuat delineasi 
persis antara hutan dan agroforest (hutan 
pertanian) dengan agroforest dan pertanian, 
tetapi lebih berdasarkan pada fungsi umum dan 
pribadi, biaya, dan manfaat yang sebenarnya 
yang berhubungan dengan beragam jenis 
tutupan pohon. 

4 Integrasi pohon dan agroforestri di lanskap 
pertanian dapat berkontribusi ke Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dibutuhkan fokus pada 
fungsi dan bukan pada bentuk. Pendekatan 
pertanian+kehutanan di lanskap yang koheren 
dan kebijakan yang harmonis memberikan 
kesempatan untuk menjembatani keterbatasan 
yang ada.
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1. Hutan dan kehutanan diperlakukan berbeda dibandingkan dengan 
petani dan pertanian
Dalam perundang-undangan, peraturan, lembaga, pendidikan, dan aspek-aspek tata kelola lainnya, 
penggunaan lahan untuk pertanian dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa lokal 
yang terpasarkan diperlakukan amat berbeda dengan hutan, sekalipun jika barang dan jasa yang 
disediakan sama persis. “Perbedaan kelembagaan” ini memiliki sejarah yang panjang. Di Eropa, 
konsep “hutan” muncul sebagai wilayah yang tidak dapat dijangkau penduduk desa, dikhususkan 
untuk berburu, pemanenan kayu untuk kapal armada angkatan laut, atau kepentingan negara lainnya. 
Hutan dan pertanian seringkali dilihat saling berlawanan dan bersaing. Tradisi ini juga dicerminkan 
oleh pendidikan dan ilmu terkait kehutanan dan pertanian yang berjalan terpisah, mendorong 
perbedaan budaya dan pola pikir yang bertahan di semua tempat di dunia.

Gambar 1. Konsep hutan berdasarkan interaksi tutupan pohon dengan konsep yang berdasarkan lembaga (van Noordwijk and Minang, 2009)

Dalam pembahasan perubahan iklim, hutan dan pertanian diperlakukan sebagai topik terpisah, 
walaupun hubungan antara keduanya semakin dipandang sebagai fokus kebijakan yang penting. 
Namun, ketika membicarakan perumusan kebijakan, menemukan definisi operasional untuk “hutan” 
terbukti sulit untuk dilakukan. Definisi Food and Agriculture Organisation (FAO, 2000, 2015) yang 
sering dipakai menyatakan bahwa secara efektif lahan dengan pohon dalam jumlah yang cukup 
dapat disebut sebagai “hutan” selama lahan itu bukan pertanian atau pemukiman urban. Pada 
dasarnya terdapat apriori: pemisahan kelembagaan di lanskap kita antara lahan yang dianggap 
“hutan” dan yang bukan didasarkan sebagian besar pada sejarah. Membuat pertimbangan 
berdasarkan “tutupan pohon” dapat menjadi pembahasan yang berbeda jika mengingat fungsi yang 
disediakan oleh tutupan pohon.

2. Tutupan pohon di lahan pertanian di Asia Tenggara
Pada citraan satelit, pohon dan tutupan pohon dapat dibedakan dari vegetasi lainnya. Grafik 
rangkuman sebagian lahan pertanian (negara mana yang mendaftarkan “hutan” tidak dicantumkan 
dalam basis data internasional yang disusun oleh FAO) yang memiliki beragam tingkat tutupan pohon 
(Gambar 2) menunjukkan terdapat lahan pertanian dalam jumlah substansial yang memiliki tutupan 
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pohon yang cukup untuk dikategorikan sebagai “hutan”. Di Asia Tenggara, 77% lahan pertanian 
memiliki setidaknya 10% tutupan pohon dan 47% memiliki setidaknya 30% tutupan pohon. Bagian 
lanskap ini dapat dianggap sebagai “hutan” jika kriteria ekologis dan bukan kelembagaan yang 
dipakai (Zomer et al, 2014). Tutupan pohon di Asia Tenggara cukup tinggi, tapi normal terkait dengan 
curah hujan (Gambar 2). Lahan pertanian di Amerika Tengah memiliki tutupan pohon yang lebih 
tinggi. Tutupan pohon di luar hutan bersifat dinamis dengan peningkatan dan penurunan yang cukup 
tinggi dalam penilaian periode sepuluh tahun (Gambar 3).

Gambar 3. Perubahan tutupan pohon pada lahan pertanian (bukan hutan) di Asia Tenggara (Zomer et al, 2016)

Gambar 2. Tutupan pohon di lahan pertanian dengan fungsi curah hujan (Zomer et al, 2014)
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3. Agroforestri sebagai jembatan antara “hutan” dan “pertanian”
Konsep agroforestri (Gambar 4) berkembang dari integrasi pohon, tanaman, dan hewan ternak 
tingkat plot—seperti taungya di Myanmar dan tumpang sari di Indonesia—menjadi sistem dengan 
jangkauan luas yang layak untuk dipromosikan lebih jauh serta ditingkatkan pengembangan 
kapasitas dan penelitiannya.

Gambar 4. Konsep agroforestri awal sebagai sebuah teknologi

Konsep agroforestri sekarang menggunakan pendekatan tingkat lanskap (Gambar 5) yang mencakup 
“pohon di lahan pertanian” dan “bertani di hutan”, sementara persoalan-persoalan seperti hak (akses 
ke hutan, klasifikasi dan perencanaan penggunaan lahan) dan pasar (investasi, permintaan produk, 
insentif) merupakan titik masuk penting untuk kebijakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan 
pembangunan.

Tahap ketiga dalam evolusi ini membutuhkan integrasi agroforestri lebih lanjut (Gambar 6), 
mengharmonisasikan kebijakan agar dapat beroperasi di keseluruhan gradien interaksi antara pohon, 
petani, dan hutan, serta mendukung sejumlah besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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Agroforestri kemudian akan dapat menjembatani pertanian dan kehutanan serta menyediakan 
pendekatan penggunaan lahan yang holistik menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang 
mendukung target utama ekonomi dunia yang berkelanjutan (Gambar 7); hal ini mendorong para 
pembuat kebijakan untuk bertindak dengan menciptakan struktur yang membantu orientasi ulang 
interaksi publik-swasta dalam membentuk kemitraan seluas lanskap yang dapat sekaligus mencapai 
tujuan kesehatan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Ambisi untuk menjadi “cerdas iklim” 
sangatlah penting dalam agroforestri dan menyediakan amunisi untuk perubahan yang harus 
dilakukan. 
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Gambar 6. Agro-plus-forestri sebagai domain kebijakan
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4. Agroforestri sebagai konsep yang menciptakan sinergi untuk 
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam pedoman kebijakan terakhir (van Noordwijk et al, 2015), kami merangkum empat cara 
agroforestri dapat membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
1. Agroforestri sebagai sistem penggunaan lahan hutan antara dan pertanian lahan terbuka 

dapat—dengan kombinasi pohon, tanaman, dan hewan ternak yang sesuai—menyediakan 
serangkaian barang, manfaat, dan jasa secara simultan: makanan bergizi, energi terbarukan, air 
bersih, dan keanekaragaman hayati.

2. Agroforestri adalah penggunaan lahan yang efisien dan multifungsi yang secara teknis dapat 
menghasilkan rasio ekuivalen lahan di atas 1, yang merupakan ukuran kesuksesan “intensifikasi 
berkelanjutan” yang membantu mengatasi kesenjangan hasil panen.

3. Agroforestri dapat menjadi respons kelembagaan yang efektif untuk akses sumber daya yang 
diperdebatkan, yang dapat menumbuhkan kesetaraan gender dan sosial dan menjadi sumber 
pemberdayaan masyarakat.

4. Agroforestri sebagai kultur yang mengintegrasikan lanskap multifungsi dapat menciptakan 
sinergi di antara beragam 

Perkembangan mendatang 
Kesenjangan pertanian-kehutanan memiliki sejarah panjang. Mengingat adanya ketergantungan 
pada pembagiaan kelembagaan sekarang ini, tidak akan ada kemajuan hanya dengan berdebat. 
Perubahan akan membutuhkan kepemimpinan tingkat atas yang menekankan fungsi dan bukan 
bentuk: harus ada cara-cara baru untuk menggabungkan hak, insentif, keahlian (masukan teknologi), 
dan motivasi (kapasitas manusia) yang dapat didukung oleh konsep agroforestri untuk mencapai 
kemajuan nyata dalam mengembangkan wilayah pedesaan secara berkelanjutan di mana kemiskinan 
terus ada. Tanpa mengurangi rasa hormat pada pencapaian sektoral di masa lalu, akan diperlukan 
“kesepakatan baru” terkait lanskap untuk mencapai ambisi yang disampaikan dalam Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan dan kesepakatan untuk membahas perubahan iklim.

Rekomendasi
Di dalam rencana yang telah disusun untuk sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN, 
terdapat banyak kesempatan untuk menggunakan kerangka Tujuan dan Kesepakatan Iklim Paris 
dalam mengadopsi kebijakan agroforestri untuk mendukung integrasi dan pengelolaan pertanian dan 
kehutanan sebagai penggunaan lahan dengan tutupan pohon multifungsi. Langkah spesifik dapat 
bergantung pada sejarah kelembagaan dan hubungan antara pertanian dan kehutanan di negara-
negara anggota ASEAN.
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